[SALINAN }

BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba  Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [I dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 163535);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


Bagian Hukum
SALINAN


4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 0062) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 0079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG KEDUDUEKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMBA
BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
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(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris  Daerah Kabupaten
Sumba Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat,
Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah
unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan
fungsional yang di bagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan
keahlian.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

BAB IlI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
Dinas;
Sekretariat;
Bidang;
Sub Bagian;
UPT; dan
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang, terdiri dari:
a. Bidang Perikanan Tangkap;
b. Bidang Perikanan Budidaya ; dan
c. Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian, terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha pada
Sekretariat.
UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh
seorang Kepala UPT

me AN o




BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan perikanan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
pemerintah daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

(3)

1.

2.

&=

perumusan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan, budidaya
dan perikanan tangkap,
pelaksanaan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan, budidaya
dan perikanan tangkap,

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kelautan dan

perikanan, budidaya dan perikanan tangkap;

pelaksanaan administrasi dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan operasional,
membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam menyiapkan
bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan
administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat
mewujudkan pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana
kerja Dinas dan kegiatan tahunan serta sumber data yang ada
agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;

2. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;

3. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
program kerja Dinas;
4. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan manajerial;

5. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan
dokumentasi;



10.

pengkoordinasian urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
urusan penatausahaan keuangan dan aset serta urusan umum
dan kepegawaian;

pelaporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, AKIP,
kinerja Dinas, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya
untuk bahan pertanggungjawaban;

pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang

Pasal 6

(1) Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

(2)

(3)

ayat

(3) huruf a, mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, mengawasi dan
mengendalikan bidang perikanan tangkap.

b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

1.

2,

3.

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di dibidang teknologi penangkapan, sarana dan
prasarana serta pengendalian sumber daya ikan;

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya; dan

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat

(3) huruf b, mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kebijakan perikanan
budidaya agar dapat berdaya saing dan berdaya guna.

b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

1.

2,

3.

pelaksanaan pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi
peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya,
ketersediaan pakan, peningkatan mutu induk dan bibit unggul,
peningkatan usaha budidaya, Kesehatan ikan dan lingkungan,
perizinan, pengawasan produksi serta pembinaan tentang hama
dan penyakit ikan;

pelaksanaan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas
kedinasan lainnya; dan

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.




(4)

(1)
(2)

Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kebijakan
pemberdayaan pelaku usaha perikanan agar dapat berdaya saing
dan berdaya guna.

b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan mempunyai
fungsi:

1. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pemberdayaan pelaku usaha perikanan;

2. pelaksanaan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas
kedinasan lainnya; dan

3. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Sub Bagian

Pasal 7
Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),
mempunyai tugas:
a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan administrasi Dinas.
b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan
petunjuk  teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset,
rumah tangga dan kearsipan lingkup Dinas berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan
inventarisasi aset dilingkup Dinas;

3. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi
penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan,
perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Dinas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. penyusunan rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana
strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Dinas;

5. penyusunan laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan
keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;

6. penyelenggaraan penatausahaan data dan informasi, serta
kehumasan Dinas;

7. pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup
Dinas;

8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan lingkup Dinas;



(1)

(2)

9. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub
Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10. pelaporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata
Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
UPT

Pasal 8
Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu dapat membentuk UPT.
Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Pada Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

(1)

(2)

(3)

Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan
fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, terdapat unit organisasi Jabatan Administrasi
dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang
memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan unit
organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis
maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh
Jabatan Fungsional Tertentu.
Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan
fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok
jabatan fungsional, sebagai berikut:
a. Sekretariat, terdiri dari kelompok jabatan fungsional substansi
umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
b. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi sarana dan prasarana
perikanan tangkap;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi teknologi, nelayan dan
perizinan; dan




3. Kelompok jabatan fungsional substansi pengelolaan tempat
pelelangan ikan sumber daya ikan.
c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi sarana dan prasarana
perikanan budidaya;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi pengembangan teknologi
budidaya ikan; dan
3. Kelompok jabatan fungsional substansi sumber daya, perizinan
dan produksi budidaya ikan.
d. Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi sarana dan prasarana
P2HP;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi teknologi hasil
perikanan; dan
3. Kelompok jabatan fungsional substansi kelembagaan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya- yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis
jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12
Dinas menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban
kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 13
Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah.

Pasal 14
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah
di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.




Pasal 15
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16
Bagan Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
jabatan struktural eselon I1.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural
eselon Ill.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan
struktural eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan
struktural eselon IV.a.

Pasal 18
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah.
(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.
(3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten
Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016
Nomor 33) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal. | tinFewler ZJoZI

BUPATI SUMBA BARAT.

ttd

YOHWANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak

pada tanggal, 1 NOpam ber 2021 ) . .
Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT /

ttd

AGUS S E. JAHA, SH
Pembina Tk. I -IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

DANIEL BAYA PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 44



Bagian Hukum
Typewritten text
ttd

Bagian Hukum
Typewritten text
ttd


Peraturan Bupati ini mulai
diundangkan.

Pasal 21
berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan

Kabupaten Sumba Barat.

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 Nopemper F0&

KABUPATEN SUMBA BARAT2

T

xDﬁNIEL BAYA PABALA

f Pj. SEKRETARIS DAERAH

penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, { Ngprtnber 203

BARAT,/

” YOHANIS DADE

DBUPATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR L
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Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 N

OHFANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, | NQ ?r;m'l,:;ef gogl

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT 2

S

\DANIEL BAYA PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR .44



1dn

] ]
1
TYNOISONNA TYNOISONNS _l TYNOISONNS
NY LY8YI HOdWO 13 NYLYEYT HOdNOT13H NYLYEYF HOdINO 1IN
NYNYMIH3d YHYSN N 13d
NYYAYOH38N3d ONVQI8 YAYAIONE NYNYYINId ONvaIg dYHONYL NYNYYIE3d ONvaIg
]

_. TYNOISONNS WHYSN Y1Vl

NV LYEV MOdWO13Y NYIOWE 8ns

LVIYvL3HN3S

NVNVMIEEd SVNIA VIAEN VIV.L VINES ISDNNA NVA SYDNL ‘ISVSINYDNO NVYNNSNS ‘NYINANady :

SVNIQ ¥Tvd3H

I

HYHE3VQ SIYVLIHNIS

|

I1¥dna

LVEVH VEINNS NALVdNdYH

DNVINEL
Loe JoqWadon L ¢ TTVDONVL
IZ0Z NNHVL Kh:  dOWON

LYAVE VEINNS LLYdNd NVENLYEAd NVAIdINYT



J1ava s O $

[

120Z NNHV.L

L LLvdnd @ 140
1 1
TYNOISONNA TYNOISONNS TYNOISDNNL
L] NYLYaYr MOdWOT13 NYLYEYT HOdWOT3H NY LYS%T HOdWO13H
NYNYAIH3d YHYSN NAY13d
NYWYAYOH38WN3d ONYaIE YAYQIONE NYNYAHIH3d ONYaIE dYAONYL NYNVAHIE3d SNV
TYNOISONNA YHYSN Y.1vL
M NYLYEYT XOdWN0T13H NYIOvE ans
| ]
I
LYIHYL3EM3S
*
SVYNIO YTvdaM
|
HYH3Yd SIHY LTINS
|
IL¥dng

LVaVE VEWNS NELVINEvV
NVNVMINEd SYNIA VrEEN VLY.L VINES ISONNJ NVA SYDNL ‘ISVSINVONO NVNNSAS ‘NVINANa@y :
o€ 3 waoN |
i
LVAVE VENNS ILVdNE NVINLVIEd NVIIdIYT

DNV.INJIL
TVOONV.L
JdONON



1dn

1 ;V |
TYNOISONNA TYNOISONNA
N
B ... NVLYEVF YOO 13 NVLVEYT YONOT3N
NYNVIRI3d VHVSN NXV13d
NYvAYOHIENId ONYaIE YAYQIONE NYNYAIM3d ONVaIE dVASONYL NYNYHIHId ONYaIE
77 ToNOISDNNS WHYSN YLV1
NYLvEYT HOdWO13IN NYIOWE 8NS
_ [
[
LIVIHVLIIYATS
_
SVNIQ VTvd3A
[
HYH3IVD SIHYLIYAIS

NVNVIINEd SVNIA VIEE VIVL VINES ISDNNA NVA SYDNL ISVSINVDIO0 NVNNSNS ‘NvNANady -

1L¥dng

LVAVE VEHWNS NALVdNHYH

ONVINZL
fLof Q2o | TVDONVL
1202 NNHVL iy : AOWON

LVAVH VHNNS LLVANE NVINLVIHd NVIIdINV'T





